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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN

TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK NDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor PER. 32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,

Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan

perkembangan ketenagakerjaan saat ini, sehingga perlu

disempurnakan;

b. bahwa sehubungan dengan penghentian dan pelarangan

penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna

perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah,

maka tidak perlu lagi pembagian kawasan tertentu dalam

penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,
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perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5660);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI

adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan

kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima

upah.

2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk

mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan

kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang

meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan

dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan,

persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke

negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya

disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh

Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi

pelaksana penempatan TKI swasta.

4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya

disebut PPTKIS asalah badan hukum yang telah

memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk

menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar

negeri.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 2

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKI wajib

memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di

luar negeri paling sedikit dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun

berjalan.

Pasal 3

(1) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI harus

didasarkan pada hasil studi kelayakan mengenai:

www.peraturan.go.id


